
Menimbang

Mengingat

. BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk rnetraksanakan ketentuan Pasat 320 ayat t1) undang-
Undang Noraor 23 Tahun 2g14 '.tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah.teberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2ot5'!q ltang'Per,uba1:anr Kedua Atas undang-Und,ang
Nomor 23 Tahun:ot+ tentang,.: merintahan Daerah dan pasal 23 ayal
14) Peraturan Pemerintah'Nomo1 12 Tahu,n 2a19 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah'; p-er1u ,..,riiemhentuk Feiaturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan'Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tah.un hngarart 28lg;

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PtrRATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2A2A

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA.ESA

Undang-Undang }ilom.or '27 Tahnn 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Ii di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Taiun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor rc20h

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun rcqq Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Pasal 18 ayat {6i Undang-Undqrr-g DaSar Negara Republik Indonesia
e._

2.

,.|.).

4.



5.

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286|;

Undang-Und.ang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan
Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2A04 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa27l;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

7.

8.

9.

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA5 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan {Lernbqran Negala:Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor
85, TambAhan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor a65a\;

11. Undang-Undalrg Noara r2S.Tahun,2OAg tentalg Pajak Daerah dan
RetriLrusi Daerah {Lt 1brar;n l$iegara'Republik Indonesia Tahun 2OOq

Nomor 130, TAmbaha.q .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
504e);

12. Undang-Undang Nqmor ,.6 .Tahun 2Ol4 tentang Desa ilembaran
Negara Reputilik-."1fldonesia',.?ahun,| 2,A14 Nomor 7 , Tambahan
Lembaran Negara R-ep-ublik IEdonesja Nomor 5a95|;

13. Undang-Undang No.rnor: 23. Tabwri 2AA tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarryl Negara ReB.*b ik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa:kali diubah terakhir dengan Undang-
Und"ang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor LO9 Tahun 2OOA tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indone sia Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aA28|;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AA4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ratcyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4476\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AO7 tentang Perubal"ran

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

t<edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinal da1l Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2CIAT rutmor 47, Tambahal Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7l2l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagai_mana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun ZOLZ tentang Perubahan Atas
peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keualgan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik

Indoneiia Tahun 2At2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia indonesia 53a0) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005

Nomor t{7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138,. TamLraha4 , Lembaran Negara Republik

Indoneeia,,t{or5or' 4 57 6\ sebagainr anr telah diubah dengan Peratu ran
pemerintah Nomor 65 Tahun 2}fi tentqng'Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi

Keuangan naerafr {,Lembaran'NeSa13 Republik Indonesia Tahun 2010

Nomoi 1 10, Tambahan Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor

5 isSi;

19. peratura-n .Pemeri** Na:nai' 8 Tahun 2OOO tentang Pelaporan

Keual-ga1,,,,,'dar,I W.**ti6 :'lnStansi, Pemerintah (Lembaran Negara

Repub[k mdonesiATahUn"'Z51; Nomor 25, Tambahan Lembaran

20. Peraturan 
"Pe 

nerintah Nomitr' 7'1 fahun 2}rc tentang Standar

Akuntarrs,i Peqe.rintah-an tL, b ,a$ Negara Republik Indonesia
Tahun ZALA Nomoi ' '123,,' Talnbaharl" I 'embaran Negara Republik

27. peraturan Pem4riA1- :--ru,e,rrlAi- 'Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Nega-ra Republik Ind.onesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5272);

22. peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor g, Tambahan LemLraran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

23. peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 21fi Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61al);

24. peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A17 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Ang$ota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6o57);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2olg tentang standar
Pelayanan Minimal ilembaran Nqgara Republik krdonesiaTahun 2O7B Nomor
2,Tarn]m'han lembaran Ne,gara Republik hdonesia Nomor 617g);

2S.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun zolg tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun io]-B Nomor
248,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6279j;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tenta:rg Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor
63221;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2aa6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2A1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZA1L
Nomor 3 10);

29. Peraturan:,,Menteri. Dalam ,.Negeri ,Nomor 13 Tahun 2arc tentang
Pedoman Fei'aksanaan Fu,ngsi F.,engawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Terlnadap, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan;

30. Peraturan Menteri Dalq.ql Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pernberian .WiU*.,.Aan gant.u:rri Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran P'endapa'tm .daa 'Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011'Nonadr.a50l' s€tragaimana telah beberapa kali
diubah' terathii dehg+in'r'feraturai-r Mentiri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2O+9 ,tent- g perubahan-',:K-e1ima Atas Peraturan Menteri
Dalam,Negeri. Norno.r 3!-,.Ta!un ZA11 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan gantuaq Sosial , Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan fetan3a naerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ALQ Nomor !ffiO):',,

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OI3 tentang
Penerapan Standm,Akuntalr,si-:''Femerintahan Berbasis Akrua-l Pada
Pemerintah Daerah 1ift'riffi"Negara Republik Indonesia Tahun 2AL3

32. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 201,5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1i Tahun 2017 tentang
Pedoman Erraluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungj awaban Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan Belanj a
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran



pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
naerafr le..it. Negara Republik indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 450);

35. peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2OOB

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2008 Nomor 18);

36. peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2A16

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daetah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 2);

37. peratllran Daeratr Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan nar<yat Daerah ilembaran Daerah Kabupaten
Barito selatan Tahun Zafi Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

38. peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2At9
tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Xnggg/.aal 20.19 (Lembaran. Daerah. Kabupaten Barito Selatan Tahun
ZAIA "516*ox"' 2i, ":i:aEr,.b an. Lembar ,- . Daerah Kabupate n Barito
Selatan Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
,, ,la ., ' . ',r.-,..,.,,.,. -, ,,- ., ,t. '

DEryAN PERWAKILAN RAKYAT DEBNAH KABUPATEN BARiTO SELATAN

:-:2' ,.d&ft

Menetapkan :

B UPA?i. BARIT$ - g.E LATA N

.,.j'., . Mtr16=[J,,T. r .,.,. ,

tt '.. 
., ,. t .....:t. aa:..:.-, : ' ,

pERATURAN...],.,.,,DAERAH tANT*NG'-,' PERTANGGUNGJAWABAN
ptrLAKSANAAN,::*XCgAgam p'el'lDaP++Alr DAN BtrLANJA DAERAH

TAHUN ANGGARA1{-":*91' . ' ' 
:,:,, ',;:;;t:::' .''

(u

Pasal 1

Pertanggungjawaban peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. Laparan realisasi afiggararl;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporat Operasional;
e. Laporan Perubahan Sa-ldo Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dal
g. Catatan atas iaporal keuangan.
tapora, sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) diiampiri- dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
D aer ah I Peru sahaan Daerah.

(2)



Pasal 2

Laporan rea-iisasi arggarall sebagaimala d.i-maksud dalam Pasa-l 1 ayat (1)

huruf a Tahun Anggaran 2A19 sebagai berikut:
a.Pendap atan Rp1'006'510'308'469'03
b.Belanja Rp1'074'383'498'A21'26

Surplus/defisit {F(p67 '573' 189'552'231

c. PembiaYaan
l.Penerimaan Rp136'707'372'239'26
2. Pengeluaran Rp15' 198'806'771'00

PembiayaanNettoRpl2l'508'565'468'26

Pasal 3

Uraian laporan rea-lisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:

a. Selisih ' ,' * an, ,t: ddngA ,t'' ieal+*ayi. , pendapatan sejumlah

Rp.3 t,+}i1..+i .030,89 dengan iincian:sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah Rp.1.037.998.733.499,92
perubahar+ -t 

.:.:.:::.::,:...:... 
": "

2. Real-isasi;1' ,'...' ':"':t '- ':""t; '',.

Selisih Lehtl:iJ,{kt*f.t El' .,.:: ",,,'.'',.:,

1. Surplus/defisit s€tetrah'perubahan
2. Realisasi

Selisih lebih / (kurang)

2. Rea-lisasi
Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 1.006.5 10.3O8.469,03
Rp.31.488.425.030,89

(Rp. 1 19.550.8 18.49 1,87)
{Rp.57 .873. 189.55 2,23t
{Rp. 5 1.67 7 .628.939,641

Rp. 136.7 07 .37 2.238,26
(Rp. 16. 1s6.ss3.747 .391

. . : 
, :. .,:: -..: ,.::r r' , .t-::i

b. Selisih "arrggp,**"*'.."'' "&*# -'iti'aliSasi belanja sejumlah
Rp . 8 3. 1 7 6 . ASe-Sz A tS$,*ngan fil4arl 5gb-agai b e ri ku t :

i. Anggaran belanja ietitafr @An** ' Rp. 1. 157.559. 551.99L,79
2. Reaiisasi ', ., :i;:i-:::!i.,,i=i,..-,.,,"',. ',, .,'. . , ' Rp.1.074.383.498'021,26

Selisih lebih/(kur?4$ . : Rp.83- 176.A53.970,53

-:'-' t"t t,'

c. Selisih angg# ,,,,1,,, .,:'..fe1iisasi surpius/defisit sejumlah
(Rp. 5 1 .657 .628,939. ;6ft*1r€@.rineian sebagai berikut :

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp. 16. 156.553.747,39;r dengan rincian sebagai berikut :

l.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.120.550.818.49t,87
setelah perubahan



e. Selisihafiggarar-denganrealisasipengeluaran.pembiayaansejumlah
ad. it. tg{.soo.271,0-o) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaal Rp'1'000'000'000'00

setelah Perubahan
2. Realisasi RP'15'L9?s^99T71'oo

Selisih lebih/(kurang) (Rp'ia' 198'8a6'771'00)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

tnp. i.qsz .i{z.gro,39) dengan rincian sebagai berikut:f.

1. Anggaran PembiaYaan
perubahart

2. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)

a. Pendapatan
lr. Beban
c. Surplus dari Operasional
d. Defisit dari Pos Luar Biasa
e. Surplus Laporan Operasional

netto setelah Rp.119'550'818'491'87

Rp. 12 1.508.565 .468,26
(Rp. 1 .957 .7 46.97 6,39)

Pasal 4 
" 

,"

Neraca sebagaimana dimaksUd dal@ Pasal

n.".*O*t tJfrun Z,0lg.sebagar berilqtl ' ,

b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas dana

..............;..:...:.::....::.......:::$|Esa1.5.....

Laporan arus"kas sppag.g+ry3ry diryalEud dalam Pasal 1 ayat (1)

["i"f c' untuk, Tahun ]rantg ,beiuhWi'' oai dengan 31 Desembe r
Tahun 2019 sebagar Siii!j{{:';::;i,.. ..:::. :
a. Saldo ' a-wal'.kas,.,,pei-.-l, nUari. T1fi,t1 , Rp.95 .597 .998.768,26

2A19
b. Arus kas'd*.i,.aktiyi as :operasi .' ., -,:-,' , Rp .156.943.497 .A87 ,60
c. Arus Uas d6gll fai:iav.g 4s,!.:;."- ' iRp.225.Sl6-686-639,83)
d. Arus kas dari aktivitas pendai@n Rp.26'910'566'700,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp.0,O0
f. Sa_ldo akhir 'kae' . di bendahara Rp.36.700.000,00

I ayat (1) huruf b Per 31

Rp. 1 .7 46 .366 .O7 3 .623 ,06
Rp.43.078.709.337 ,54

Rp. 1 .7 03 .287 .364 .285 ,52

Rp. 1 .O02.833.230. 654,29
Rp.935. L7 5.210.068,3 1

Rp.67.658.020.581,98
Rp.0,00

Rp.7 .437 .L53.632,09

pengeluaran
g. Sa-ldo kas akhir 31 Desember 2019 Rp.53.635.375.916,A3

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaTtnalua dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1i

huruf d dengan Tahun yarrg berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun zAW sebagai berikut:



Pasal 7

Laporan Perubahal sa,ldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 1 ayat {1) huruf e dengan Tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2O19 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.9S.S9T.99g.Z6g,26
b. Penggunaan SAL (Rb.95.s9 z .gg1.z6a,zo1
g.!"b Total ia-b) Rp.0,0o
d. siLPA Rp.53.635 .375.a16,O3
e. Sa-ldo Anggaran Lebih Akhir np.SS.OS S.3TS.gt6,Os

Pasa-i 8

Laporan Perubahan trkuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan Tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2a19 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal Rp. 1.669 .647 .196.965,99
b. Surplus/Defisit LO Rp.T.43T.tS3.632,Og
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp.27.2O3.013.687,44

-, '**lr- - '
t : .-' 1:-..:, ' ...--,";.=.:::t't'a;.::.a...

catatan atas lap*r.an,Eea*x**bagai*aaa,dimaksud pasal 1 ayat (1)
huruf g " Tahuq. An! '.::lfiig, ,rfre.rnilot informasi baik secara
kuantitatjf maU]pn kE l{.ateg.-p ios,,!4porafl keuangan.

:''t : :::::::: ": '

:tl

/ Kesaiahaq Men-dasar
d. Ekuitas Akhir

.,, ., ,'

. , ;,'.,.. Rp.1.703 .287 .364.285,52

fr€d'isasi Anggaran;
Rin$kAs 'Laparan Realisasi Anggaran menurut
uru, aq':pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daeral's,, organisasi,
pendapatal, belalja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggatarL belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Pertanggungsaw, -F,*"I -,&ilggaraxl Pendapatan dan Beianja
Daerah seha ma dim-s-ud,,dalan4 .P..asa-l 1 sebagaimana tercantum
dala:ra lampiian yang merupakan --.ioargis1v tidak terpisahkan dari
Peraturarr Daer :,t*i;.,te.r.dtlr.t' dari:: .. ..

a. Lampiran I
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran I.3



Gb.
h.
i.
j.

k.
1.

b.
C.

d.
e.
f.

m.
n.

o.
p.
q.
r.
s.

t.

u.
v.

Lampiran 1.4

Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Larr,piran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampir.an

r.5

II
III
IV
I7

VI
ui
VIII
x
X

XI
XII

XIII
XIV

Lampiran XV
Lamp,iian XYI
Lampiran XVXI,
Lampifan X.VIU
Lampiran X-I,X .

Lampiran {{,.-,

Lampiram XXI.
Lampiran XXIi

Rekapituiasi realisasi angga-ral beianja d.aerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per
Jabatal;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional (LOi ;
Laporan Perubahan Ekuitas {LpE};
Neraca;
Laporan Arus Kas (LAK);
Catatan Atas Laparan Keuangan (CaLK);
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
DaJtar Rekapitulasi Penambahan Dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
DaJtar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar . Rekapltu-lasi, Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

w. Lampiran

' Daftar RekapitUlas'i Aset Liannya;
DafJa,r:,Ea.na C-adangan Daerah ;

, .DaftAr Kewqiib?n Jqngka Panjalg;
Dq$q1, Kewqiiban Jangka Pendek;
D*f.ta*,!g;;rl<raanPenambahandalPengurangan

taf*Aya;'.'.:,, , ',
:.'.-D d!.:=:K:g, atq1r, 'yan$ belum selesai sampai
':'..akht{ :t@n, dan', 6'1*ggarkan kembali dalam
'-'','":.tdh u n-,a€garan berikutnya ( D PAL) ;
:: ; P .q!1atr ..P1pj.arnal _ 

d 4n O b 1 i gas i D ae rah ;

-;',,Ikb]lSur.'=@poran Keuangan Badan Usaha Milik.A. sahaan Daerah; dan
r,...!,t!!J,i,,.Lapgran Realisasi Penyaluran Dana
.:,' ,P696; -.' ' .'. '--,'- : ' '':l

. :...: .. :::.:

uasal I I

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal Belanja
Daerah rahun Anggaran 2018 sebagai rincian iebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.



Pasai 12

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Diundalgkan di Buntok
pada tanggai 21 September 2fi2$

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATA

NOREG PERATURAIT.... DAERAH KAtsU'PATE
PROVINSI KALIMAN?AN TENGAH : A3, 48/2*2*
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ETARIS DAERAH
BARTTO SqLATAN,

Y FURWANTO

10

Ditetapkan di Buntok

f.'V9#\J o s,tsY

21 Septembrer 2*2*

TO SELATAN,

YA SAMSURI

\I TAHUhi 2O2O NCMOR 1

BARITO SELATAN,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR i TAHUN 2A2A

TENTANG

PtrRTANGGUN GJAIMABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAtrRAH

TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 32A ayat (1i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undaqg Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Peruba-han Kedua Atas

Undang-Und,angNomor 23 Tahun 2074 te.nt4ryP"Cm ia'*1ffi Daerah dan Pasal 23

ayat (41 Peraturan Pemerintah 
. 
Nomor t2 Tahu;rr 2019 tentalg Pengelolaan

Keuangan Daerah, menyebr.ltken pada pokoknya Bupati menyampaikan rancangan

Perd.a tentalg pertanggungjawaban pelaksanaan, APBD kepada DPRD dengan

dilampiri laporan keuar,lgan yarrg te|4!-dipr.i.lgq oleh Badan Pemeriksa Keuangarr
:

paling iambat 6 (enac1i,,btr1 .-sete! $1g! g&aran .b.e,faxhir dan selaljutnya
pada Pasal 320 ayat (2) menyeh,iitkan ' a laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (t1 palrfrS:sedikit rrciiputiJapoq, rcdisasi arrggarar', laporan

perubahan saldo anggaran t ,,n *".ta$@.'*p ional, iaporan arus kas,

laporarr perubahan ekuitas dari; iataiwT.,,=:a s.lapofa;,r., keua:rgan yaxg dilampiri

dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD /Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan ini rnenjadi., qatah satu upaya konkrit untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi

pemerintahan yarrg telah diterima secara umum.

Da-lam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yaflg ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OLg dari segi manfaat (autcome).

iI. PASAL DBMI PASAL

Pasa] 1

Cukup Jelas.

Pasal2
Cukup Jelas.
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Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal L 1

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN SELATAN NOMOR 1
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